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BABIV 


PENUTUP 


Selanjutnya berdasarkan pada tulisan yang telah saya uraikan pada bab-bab 

sebelumnya dalam skripsi ini, maka sebagai penutup penulisan skripsi ini akan saya 

sampaikan kesimpulan dan saran. 

4.1. Kesimpulan 

a. 	 Bahwa keputusan PHK massal oleh majikan atau pengusaha dapat 

dipandang tidak layak atau tidak sah karena tidak adanya ijin atas PHK 

tersebut baik kepada P4 Pusat maupun ijin prinsip dari Menteri Tenaga 

Kerja, meskipun keputusan PHK tersebut timbul atas adanya kesepakatan 

bersama antara majikan dan karyawannya. Namun ada syarat-syarat pokok 

yang tidak dipenuhi oleh pengusaha dalarn proses mem-PHK 

karyawannya, yaitu tentang perijinan untuk melakukan PHK. Ada 

kecenderungan bagi pengusaha untuk mengabaikan tentang perijinan 

melakukan PHK dengan berbagai alasan pembenar untuk melakukannya. 

Dalam hal ini Undang~Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang PHK di 

Perusahaan Swasta telah memberikan perlindungan bahwa PHK tanpa ijm 

adalah tidak sah. 

b. 	 Apabila di kemudian had setelah atau ketika masih dalam proses PHK, 

pihak buruh menemukan bukti-bukti bahwa pengusaha telah melakukan 
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kesalahan-kesalahan book disengaja atau tidak dalam melakukan PHK 

terhadap buruhnya maka buruh dapat mengajukan gugatan ke Peradilan 

Umum secara perdata. Ataupun memlnta Menteri Tenaga Ketjauntuk 

.mpupOmt,,'\\iRUII.!\ytr uIJaJa -noMmtmclaIUJ' P4" pusar-ataupun me1alul 

Lembaga Arbitrase. 

4.2. Saran 

a. 	 Perlunya diringkatkan pengetahuan dan wawasan buruh tidak terbatas pada 

pcketjaan yang dimiliki dan diketjakan namun juga tentang peraturan 

perundang-undangan yang menjadi tembok perlindungan hukum bagi 

buruh. 

b. 	 Perlunya ditingkatkan pengawasan dan pembinaan, tidak hanya pada buruh 

tctapi juga pada pengllsaha agar pengllsaha tidak mcmafaatkan celah yang 

ada dalam pcraturan perundang-undangan pcrburuhan untuk kepentingn 

pribadi, serta perlunya ditingkatkan peroidisasi perundingan antara buruh 

dengan majikan/pengusaha. 
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